NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11 Tahun 2021

NOMOR : 12 Tahun 2021
TENTANG

KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari iniRstu tanggal .27 bulan 10 tahun dua ribu dua puluh satu

bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

II.

Tri Rismaharini, Menteri Sosial Republik Indonesia, berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2020
tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet
Indonesia Maju Periode 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kementerian Sosial, yang berkedudukan di Jalan Salemba
Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P Tahun 2019
tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik
Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan

Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin
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No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK. Bahwa PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan
hal-hal sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan

bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintahan yang
melaksanakan kekuasaan mnegara di bidang penuntutan serta

kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlik Wetboek,
Staatsbland 1847 Nomor 23);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5294);
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6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
bebérapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
67);

~l

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1!
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung
Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 443);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai tugas dan
fungsi masing-masing sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman

dengan ketentuan sebagai berikut:



(1)

(2)

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA
PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling menunjang tugas dan
fungsi PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan
efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a.

(1)

(2)

pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan
hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

pengamanan pembangunan strategis nasional/prioritas, percepatan
program Pemulihan Ekonomi Nasional, dan penelusuran aset;
pemulihan aset negara;

peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas sumber daya
manusia;

pertukaran data dan informasi, serta penyediaan ahli dalam rangka
penegakan hukum.

kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam
suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur program kerja
dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai

dengan kebutuhan, kewenangan, tugas, dan fungsi.



o

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama
akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1

(satu) tahun 1 (satu) kali atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung
jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini hanya untuk kepentingan PARA PIHAK.

(2) Kecuali dalam hal pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-
undangan, PARA PIHAK sepakat menjaga kerahasiaan seluruh data dan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan
memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari
pihak lainnya.
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(2)
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(3)
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Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri
sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu
PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya Nota Kesepahaman; dan

b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan
bahwa PIHAK  yang akan mengakhiri menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota
Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh
PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara
musyawarah untuk mufakat.

Apabila terjadi force majeure/keadaan kahar akibat bencana, perang,
dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan
serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman
ini, PARA PIHAK dapat melakukan musyawarah yang selanjutnya
dituangkan ke dalam keputusan bersama dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
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Pasal 9
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan atau surat menyurat yang harus dikirim oleh
masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan /atau berkaitan
dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis melalui

korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
Up. Biro Hukum, Kementerian Sosial Republik Indonesia
Gedung A Kementerian Sosial Lt.8, Jl. Salemba Raya No. 28
021-3103678
pnhbirohukum@kemsos.go.id

b. PIHAK KEDUA
Up. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Republik
Indonesia
Gedung Kejaksaan Republik Indonesia Jalan Sultan Hasanuddin No.1
Kebayoran Baru Jakarta Selatan
021-7395908
kahlu@kejaksaan.go.id
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Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK dan mulai
berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,
¥
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